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PEDOMAN TRANSLITERAS]I ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September
1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian
menjadi berikut:

1. Konsonan

HurufArab | Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
' ba b | be
e
. ta t te
S
| - sa § ¢s (dengan titik di atas)
jim j Je
C .
n ha h ha (dengan titik di bawah)
, kha kh kadanha
C
5 dal d de
R zal z zet (dengan titik di atas)
ra r er
J
) zak z zet
J
o sin s €s
R syin S >
S Y Y es dan ye
P sad $ ¢s (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
5 fa | t te (dengan titik di bawah)

ix



3 za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain e e koma terbalik ke atas
e gain g ge

U fa : f ef

3 qaf q ki

P kaf k

J lam | el

, mim m em

o nun n _ en

B 3 wawu w . we

. ha b ha

; hamzah ' apostrof
P ya y ye a

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
2N Fathah a a
— kasroh i i
=S dammah u u




Contoh: & — kataba

-

Jad - fa‘ala

2) Vokal rangkap (diftong)

hdj - yazhabu

J5 — su'ila

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
§— Fathah Jan ya ai adani
3 ——;— Fathah dan au adanu -
wawll
Coutoh: L,a;f - kaifa :J}:B — haula

3. Maddah

Maddah atan vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama I Huruf dan Nama
Huruf Tanda
$ . fathah dan alif a adan garis di
atau ya atas
L,s../.f kasrah dan ya 1 i dan garis di
atas
dammah dan u u dan garis di
3= wawu atas
Contoh:
JU - gala J:J - qila

us‘} rama

J s& — yaqiilu

Xi




4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah hidup
td marbitak yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2} Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
/.

3) Kalau'pada suatu kata yang akhir katanya fa marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka a

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (Iv)

contah:
-A
Jub Y 1o, Raudah al-Atfil
g }_.“ il al-Madinah al-Munawwarah
ol Talhah
|

8. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
\7, - rabbana

&

J; — nazzala
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyvah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang diikuti
oleh huruf syarmsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huraf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah. ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsivyah maupun huruf gamariyyah, kaw sandang
ditalis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihvbungkan dengan tanda

sambung atau hubung.

Cortoh-

J= M - ar-rajulu

r..l.E.\‘l - al-qalamu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun
itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal

kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif,
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Contoh:
Hamzah di awal Js akala
Hamgzah di tengah 0 gl ta’khuziina
Hamzah di akhir £ an-nau’u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bapi kata-kata teﬁennl yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka
dalam transliterasi uu penulisan kata tc-arsebut bisa dilakukan dua cara; bisa |
dipisah perkaia dan bisa pula dirangkaikm. Namun penulis memilih penulisan
kata ini dengan perkata.
Contoh:
ond s 4 M O s :wainnallaha lahuwa khair ar-raziqin

ot J-=.Li 3 J,D/J! 43 40 : fa aufu al-kaila wa al-mizana
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PENYERTAAN TINDAK PIDANA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN HUKUM ISLAM

Nurmalya Melati
Program Studi S1 Muamalah Jurusan Syari’ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau
terlibatnya seorang atau beberapa orang, baik secara psikis maupun secara fisik
dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan svatu tindak
pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana,
perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga
bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana
maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut
terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu
menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya
suatu tindak pidana. Penyertaan tindak pidana termuat dalam pasal 55 KUHP serta
pada pasal 56 KUHP.

Penclitian ini beriujuan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan
penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan
hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat
deskriptif yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan,
mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis agar
meperoleh gambaran yang jelas mengenai penyertaan tindak pidana dalam KUHP
dar hukum Islam.

Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Hukuman/ancaman pidana
dalam Penyertaan tindak pidana baik dalam hukum Islam maupun hukum positif
ditujukan agar pelaku kejahatan jera sekaligus sebagai pelajaran pada masyarakat
lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut.

Kata Kunci : Penyertaan, Perbuatan melawan Hukum

Xviii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai
makhluk sosial tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri-
sendiri, tetapi senantiasa membutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain.
Pada kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk individu dan sosial
tentunya tidak lepas dari pola hidup yang ditentukan oleh sikap dirinya sendiri
dan aturan yang ada sebagai petunjuk hidup. Manusia sebagai makhluk sosial
yang memiliki konsekuensi tersendiri bagi individu yang menjadi kelompok
masyarahkat. Salah satu dari akibat itu adalah rasa tanggungjawab masing-
masing individu akan keutuhan dan kelancaran hidup serta stabilitas sosial.'

Stabilitas sosial dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya
peraturan-peraturan hukum yang disertai dengan sanksi-sanksi yang dilakukan
dan dikenakan bagi pelanggar peraturan hukum. Sanksi hukum yang diberikan
kepada pelanggar hukum merupakan reaksi terhadap perbuatan melanggar
hukum. Bagi masyarakat di Indonesia yang melanggar hukum, diancam
dengan ancaman pidana yang biasa disebut dengan hukum pidana (materiil),
Dalam hukum inilah diatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat

dikenakan sanksi hukum.

' Ok. Choerudin, Sosiologi Hukum. Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), him. 92.




3

Dewasa ini perbincangan mengenai penerapan syariat Islam sedang
menghangat di Indonesia. Perdebatan yang panjangpun terus berlangsung tak
kunjung mereda. Ada yang pro penerapan syariat Islam, ada yang kontra, dan
ada pula yang tidak memihak keduanya. Kondisi tersebut diperkeruh oleh
propaganda hukum pidana Islam kejam, sadis, melanggar hak asasi manusia,
dan telah kedaluarsa. Pernyataan-pemyataan itu keluar dari lisan maupun
tulisan para orientalis karena melihat hukum pidana Islam secara tidak utuh
dan tidak objektif.

Sistem hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur’an dan as-Sunnah,
sebenarnya menyajikan bentuk keadilan Lukum yang tidak terdapat dalam
hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistcm hukum Islam
dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha
mendiskreditkan  sistem hukum Islam. Mereka berusaha mencari
kelemahannya agar hukum Islam ini bisa disingkirkan. Bahkan mereka
mencari kelebihan sistem hukum Barat, kemudian disanjung sedemikian rupa
dan aitawarkan kepada negara-negara lain agar mereka man mengikuti.’

Menurut Abdul Qadir Audah, ada dua kelompok yang membenci dan
mengkritik Hukum Islam, dimana kedvanya menyimpulkan dengan
kesimpulan yang sama bahwa hukum Islam tidak sclaras lagi dengan
perkembangan zaman. Kelompok pertama, mereka yang buta akan hukum,

tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, baik hukum Barat maupun hukum

% Topo Susanto, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),

him. 1.
} Agadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2009), him 94.




Islam. Kelompok kedua, mereka yang hanya mengenal hukum Barat, tetapi
sama sekali tidak mengenal hukum Islam. Dengan demikian, kedua kelompok
ini tidak kompeten mengkritik hukum Islam karena mereka sendiri tidak
mengetahui terhadap apa yang mereka kritik.*

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai
larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya
membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti
melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang
diperintahkan.’

Dalam kehidupan dunia Islam saat ini diakui memang ada banyak
negara yang berusaha menerapkan hukum pidana Islam secara penuh,
meskipun kenyataannya kejahatan tidak dapat sima sama sekali dari negara
tersebut meskipun bisa dikurangi. Hal ini mungkin karena faktor-faktor
penyebab kejahatannyalah yang sulit diberantas.

Tindak Pidana dalam hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) disebutkan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan
tersebut.”

Perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai larangan, pada garis

besar ada dua golongan, yaitu perbuatan-perbuatan aktif atau positif yang

4 tbid, him. 95.
5 Ibid, him. 16.
¢ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 97.




sering disebut dengan perbuatan materiil (matriele feir), dan perbuatan-
perbuatan pasif atau perbuatan negatif.’

Perbuatan materiil itu berupa perbuatan yang untuk mewujudkannya
disyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh atau bagjan dari tubuh orang,
seperti memukul dengan gerakan tangan. Sedangkan perbuatan pasif tidak
berbuat secara fisik yang justru melanggar suatu kewajiban hukum yang mana
dituntut bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan perbuatan tertentu
seperti “membiarkan dalam keadaan sengsara” dalam pasal 304 KUHP,® maka
ia telah melakukan perbuatan pasif, dan karena perbuatan tersebut sescorang
dapat dijaiuhi pidana.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum
pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyeriaan meiakukan tindak
pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak
pidana, yaitu:

1. Pelaku (dader)

2. Penyuruh (dvenpleger)

3. Turut serta melakukan (mededader/medepieger)
4, Membujuk (uitiokker)

Selanjutnya pasal 56 KUHP menyebutkan:

5. Pembantu (medeplichtige)

" Adami Chazawi, Pelgjaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),
him. 5.

® Pasal tersebut berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan
sesorang datam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun defapan bulan atau denda paling banyak
tiga ratus rupiah.”




Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang
melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan
dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sechingga ancaman
pidananya sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman
pidananya dikurangi sepertiga.

Dalam hukum pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini
dalam dua bagian, yaitu: ‘turut berbuat langsung {isytirak-mubasyir), orang
yang melakukannya disebut syarik mubasyir dan turut berbuat tidak langsung
(isytird ghairul mubasyi/isytird bit-tasabbubi), orang yang melakukannya
disebut syaik mutasabbib.’

Perbedaan antara kedua orang teisebut ialah kalau orang pertama
menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkun orang
kedua menjadi sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji etau
menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara
nyata, dalam melaksanakannya.

Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 16 yaitu:

F 3

- A * A 2 E- /’9‘ P ’&,) }. .~ A . 3’ - B
Ol gl 15,20 LD I3 U6 P Wasdlid Lemey sl o101

# & (F gl T g
Gl Lip ole=dll

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara
kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika
keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

145.

® Topo Susanto, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syaamil, 2000) him.



Dari penjelasan di atas terlihat adanya pemahaman yang berbeda dan
bersifat kontradiktif mengenai penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam serta masih banyak
persoalan-persoalan yang berbeda pengertiannya dan dibutuhkan penjelasan
secara rinci sehingga dapat diketahui secara pasti bagaimanakah sebenamya
pandangan penyertaan tindak pidana dalam Kitab undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dengan- hukum Islam, sehingga dapat diketahui akar
permasalahannya serta dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan yang
muncul di kemudian hari.

Beranjak dari latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti
bagaimana sebenamya pandangan penyertaaan tindak pidana di dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penycrtaan tindak pidana di

dalam Hukum lslam, secara terperinci.

B. Rnmusam Masalah
Pokok masalah yang akan dibahas daiam penelitian ini adalah:
Bagaimanz penycrtaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum

’ Pidana Islam (KUHP) dan Hukum Islam?

C. Penegasan Istilah
1. Penyertaan (Deelneming)
Penyertaan merupakan suatu tindakan yang terlibat lebih dari satu

orang.'’

1° rbid, him. 152.




2.

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh undang-undang
dinyataka dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang
melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang,
baik yang berbentuk kodifikasi (KUHP) dan di luar kodifikasi (peraturan
Pv.:rundang—undangan).l !
Hukum Positif

Hukum yang berlaku disuatu tempat (negara) Indonesia pada suatu
saat, yang dimaksud disini yaitu ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana
yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dan undang-undang lainnya di
Indonesia. '
Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan al-Qur’an dan as-
Sunnah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini
berlaku dan mengikat untuk semua wmat yang beragama Islam.'?

Datam penelitian ini pembahasan membatasi batasan masalah yang

dikaji yaitu hanya yang berkaitan dengan Penyertaan Tindak Pidana dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.

him.69.

¥ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana..., him. 67.
¢ C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Cet VII1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

¥ pathurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Wacana [lmu, 1997) him. 12,



D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan tentang penyertaan
tindak pidapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
dengan penyertaan dalam hukum Islam. Untuk mengetahui tentang
persamaan dan perbedaan penyertaan tindak pidana dalam kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Hukum Isiam sehingga dapat
diketahui kesimpulannya.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritik, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang
penyertaan tindak pidana dalam Xitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dan hukum Islam serta apa saja persamaan dan perbedaan dari
kedua hukum tersebut.
b. Secara akadenis, menambah khasanal: ilmu pengetahuan dan pustaka
Islam terutama dalam bidang hukum Islam dan hukum Positif.
¢. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan
terutama dalam bidang hukum, baik dalam hukum Islam maupun
hukum Positif khususnya pada penyertaan tindak pidana sehingga

dapat bermanfaat bagi pemikiran-pemikiran hukum selanjutnya.

E. Telaah Pustaka
Istilah penyertaan tindak pidana banyak dijumpai dalam buku-buku

hukum pidana positif. Banyak buku-buku yang membahas masalah tersebut




baik dalam Kitab Undang-undang maupun di dalam buku-buku hukum yang
berkaitan dengannya.

Terdapat beberapa karya ilmiyah yang secara umum membahas
pemikiran hukumnya, seperti: kitab karangan Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’
al-Jina'i al-Islami; buku yang ditulis oleh Topo Susanto, Menggagas Hukum
Pidana Islam: buku tulisan Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana dalam sistem
Hukum Islam; dan buku tulisan Sayyid Sabiq, Figih Surmah. Di dalam tulisan-
tulisan tersebut dapat ditemukan beberapan konsep hukum Islam mengenai
penyertaan tindak pidana yang sangat menarik, karena berbeda dengan hukum
Positif yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
mengenai penyertaan tindak pidana yang selama ini digunakan oleh negara
Indonesia. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada karya tulis yang secara
khusus membahas tentang penyertaan tindak pidana dalam hukum Islam.

Keraudian di dalam bukunya Adami Chazawi yang beryudul Pelajaren
Hukum Pidana; buku yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas
Hukum Pidana di indonesia; dan buku tulisan Ahmad Babhiej, Buku Hukum
Pidana, di dalam tulisan-tulisan tersebut dapat ditemukan beberapan konsep
hukum positif mengenai penyertaan tindak pidana yang sangat menarik,
karena berbeda dengan konsep hukum Islam mengenai percobaan dan
penyertaan tindak pidana yang selama ini di anut oleh negara-negara Islam.

Di datam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diterjemahkan

oleh Moeljatno, menjelaskan bahwa percobaan tindak pidana disebutkan

dalam pasal 53 KUHP. Sedangkan penyertaan tindak pidana disebutkan dalam
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pasal 55 KUHP. Didalam pasal-pasal tesebut dijelaskan mengenai pengertian,
ketentuan, sanksi pidana waktu serta lamanya seseorang dipenjara.'*

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Aan Priyadi dalam
skripsinya yang berjudul, Percobaan Pembunuhan (Poging) Dalam Prespektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif, di dalamnya menjelaskan mengenai konsep
pidana dan pemidanaan menurut hukum Positif dan hukum Islam. Skripsi ini
dijadikan pelajaran serta pandangan oleh penulis dalam menyusun penelitian
mengenai penyertaan tindak pidana.

Dari beberapa karya tulis di atas, dalam pembahasan penelitian ini
belum ada yang secara khusus memfokuskan pembahasan konsep Penyertaan
Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan
dalam hukum Islam. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti bahasan

penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research)
yaitu suatu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku
kepustakaan. Maksudnya, data-data dicari dan ditemukan melalui kajian

pustaka dari buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan Penyertaan

14 - “ .
Moeljatno, KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet. XX, (J i .
Aksara, 2003), hlm. 25-26. {Jakarta: Bumi
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tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Hukum Isiam."’
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara
menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan
data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis agar meperoleh
gambaran yang jelas meéngenai penyertaan tindak pidana dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam.'®
3. Sumber Data
Adapun sumber buku yang menjadi sumber data penelitian ini
adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber data primer dan
sumber data sekunder.'’

a Sumber data primer, yaitu sumber data yang memberikan data
langsung dari tangan periama diambi! dari beberapa buku kepustakaan
yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini. Data
primer yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah:

1) al-Qur’an dan as-Sunah
2) KUHP {Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), diterjemahkan
oleh Moeljatne.

3) Abdul Qadir ‘Audah, al-Tasyr?’ al~Jina'i al-Islami.

15 Qumadi Suryabrata, Mefode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm, 24.

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakana : PT
RajaGrafindo Persada, 2006), him. 26.

'” Suharsimi Arikunto, Manajemen Perelitian, Cet V11, (Jakarta: Rineka. Cipta, 2005),

him. 64.
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b Sumber data sekunder, yaitu data yang telah dahulu dikumpulkan dan
dilaporkan orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya
data asli. Dalam hal ini data yang di gunakan antara lain:

1) Pelajaran Hukum Pidana, karangan Drs. Adami Chazawi, S.H.

2) Menggagas Hukum Pidana Islam, karangan Topo Susanto, SH.,
MH.

3) Membumikan Hukum Pidana Islam, karangan Topo Susanto, SH.,
MH.

4) Hukum Pidana, karangan Ahmad Bahicj.

5) Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Karangan Prof. Dr. Wirjono
Prodjodikoro, S.H.

6) Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, karangan Asadulloh
Al Faruk

7) Asas-asas Hukum Pidana Islain, karangan Ahmad Hanafi,

8) Figh Jinayah, karangan A .Djazuli.

9) Halal dan Haram dalam Islam, karangan Syekh Munammad Yusuf

Qardhawi.

10) Figih sunnah, karangan Sayyid Sabiq.
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4. Analisis Data
Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan
metode komparatif, yaitu suatu metode yang menganalisa data-data atan
pendapat yang berbeda dengan memperbandingkan, sehingga diketahui
pendapat alternative yang komprehensif.'® Dalam hal ini penulis mencoba
menganalisis dari segi pengertian, bentuk-bentuk, serta ancaman pidana
mengenai Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.

. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusuran penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memberikan
paparan mengendi penyertaan tindak pidana agar diperoleh gambaran yang
jelas mengenai delik, pengertian, bentuk-bentuk serta ancaman pidana dalam
penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP).

Kemudian peneliti memberikan paparan mengenai penyertazn tindak
pidana agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai delik, pengertian,
bentuk-bentuk serta ancaman pidana dalam penyertaan tindak pidana dalam
hukum Islam.

Setelah diperoleh gambaran yang jelas tentang penyertaan tindak
pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum

Islam, barulah masuk pada analisis komparatif agar ditemukan persamaan

18 Gumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta; Rajawali Press, 1992), him. 26.
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serta perbedaan dari keduanya. Di bagian akhir tulisan ini akan diberikan

beberapa kesimpulan penting berikut saran-saran yang perlu.



—_——— e |

BAB I
PENYERTAAN TINDAK PIDANA

DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

A. Perbuatan Pidana (delik)

Dalam hukum pidana terdapat dua hal yaitu hukum pidana materiil
(substantive criminal Icm':) ‘dan hukum pidana formil {(law of criminal
procedure).

Hukum pidana materiil (substantive criminal iaw), yaitu aturan hukum
yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal
atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum
terteniu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang
dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman
pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam
hal khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana
(criminal act). pertanggungjawaban pidana (criminal responsibilty/liability),
dan pidana atau tindakan (punishme:t/treatment). Hukum pidana formil (Jaw
of criminal procedure), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai
tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang
yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum acara pidana. Istilah hukum
pidana juga diartika sebagai hukum pelaksanaan pidana (law of criminal

execution), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana

15
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suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum
pidana materiil itu harus dilaksanakan. '

Pengertian perbuatan Pidana (delik) telah banyak dikemukakan oleh
para ahli hukum pidana. Pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada
perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif.

Perbuatan pidana (criminal acf), dalam hukum pidana Barat
didefinisikan sebagai:’

“An act or mission prohibited by law for the protection of the public,

the violation af whick is prosecuted by the state in its own rame, and

punishable by fine, incarceration, other restriciions up to liberty, or
some combination of these.”

Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli Wethoek
var. Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang kemudian setelah
Indonesia menyatakan kemerdekaannya diubah menjadi Wethoek van
Strafrecht atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.’

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatn aturan
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.’ Dalam konsep Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diartikan sebagai

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan

1 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 5.
? Topo Susanto, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), him.

132,
* Ahmad Bahiej, Hukum Pidana, (Yogyakarta:Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga,

2008), him. 2. . .
“ Mocljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.
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perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukan, maka
unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu
berujud suatu kelakuwan baik aktif maupin pasif yang berakibat pada
timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan
dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam
pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau
keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakukan dan akibat yang

dilarang oleh hukum.’

B. Penyertaan Tindak Pidana
1. Pengertian
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak
memberikan pengertian tentang delik penyertaan (deelneming delicter),
yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat
(dader) maupun sebagai pembantu (medeplichtige).’
Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan™ berarti

turt sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu

$ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana..., him. 100
® Lihat Pasal 55 & 56 KUHP.



18

tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap
tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.’

Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat
dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau
beberapa orang lain yang turut serta.

Ada yang mengatakan pula bahwa penyertaan adalah pengertian
yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-
orang baik secara psikis maupun secara pisik dengan melakukan masing-
masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang
yang terlibat dalam kesjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan
masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga
bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mercka terhadap tindak
pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-
perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang seaemikian rupa
eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya
yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.®

Oieh karena itu berbeda perbuatan antara masing-masing peserta
yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari
setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga

berbeda.

7 Wirjono Pradjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di indonesia, (Bandung: PT Refika

Aditama,s2003), him. 117.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),
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2. Bentuk-bentuk Penyertaan
Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55
dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan
mededader (para peserta atau para pembuat), dan pasal 56 KUHP
mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).
Dalam pasal 55 merumuskan sebagai berikut:
(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakuakan, yang menyuruh lakukan, dan yang
turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,
dengan menyclahgunakan kekudsaan atati martabat, dengan
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan
orang laiti supaya melakuakan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan
sajalah yang diperhitungian, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan

 dilakukan;

2. Mereka vyang sengaja memberi kesempatan, sarana atau
keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaaan dibedakan dalam

dua kelompok, yaitu:
a. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari:
1) Pelaku (dader)
2) Penyuruh (doenpleger)
3) Turut serta melakukan (mededader/medepleger)
4) Membujuk (uitlokker)

b. Pembantw/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdin dari:
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1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing bentuk delik
penyertaan mengenai kapasitas seseorang dalam keterlibatannya dalam
suatu delik sebagai pembuat maupun sebagai pembantu.

a. Pelaku (Pleger)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang
memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab
atas kejahatan.” Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana
tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan
dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan
yang dapat dipidana sama dengan pembuat. Sedangkan dader adalah
pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan
semua unsur rumus delik, dan pembuat yang mempunyai kualifikasi
sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kuaiifikasi sebagai
pembantu. Dengan demikian, pleger adalah orang yang mementhi
semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang lain
atau bawahan mereka."®

Contoh kasus: Tiga orang bersepeda berjajar tiga dijalan raya,
menurut hukum dilarang. Siapakah pembuat pelaksanaanya? Dalam

kasus semacam ini, Hoge Raad dalam putusannya (19 Januari 1931)

9 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidano..., hlm. 51,
10 ptahrus Ali; Dasar-dasar Hukum Pidana..., him. 125.
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telah memberikan pedoman ialah bahwa siapa yang menyebabkan
timbulnya keadaan terlarang dan dialah yang wajib mengakhirinya,
dan dialah yang harus dipertanggungjawabkan dan dipidana atas
penciptaan keadaan terlarang tersebut. Apabila pedoman ini
dihubungkan dengan Arrest sebelumnya (19 Desember 1910)
mestinya yang paling berkewajiban untuk mengakhiri keadaan
terlarang itu adalah orang ketiga yang paling ditengah jalan (di
Indonesia yang paling kanan, di Belanda yang paling kiri), tetapi Hoge
Raad (Arrest tanggal 9 Maret 1948) dalam kasus tiga orang yang
bersepeda dengan jajar, telah disalahkan terhadap ketiga-tiganya dan
dijatuhkan pidana masing-masing. Berarti ketiga-tiganya dianggap
mempunya kewajiban yang sama untuk mengakhiri keadaan yang
terlarang itu."!

Orang yang menyuruhlakukan (Doenpleger)

Doenpleger adalab orang yang melakukan perbuatan dengan
perantara orang lain, sedang perantara itu nanya digunakan sebagai
alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (Manus
ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus
domina/auctor intellectualis).'?

Unsur-unsur pada doenpleger adalah:

1) Dengan perantaraan orang lain sebagai alat

" Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana..., him. 84.
12 A hmad Bahiej, Hukum Pidana..., him. 52,
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Contoh: Seorang A, dengan niat untuk membunuh si B, menyuruh
si C memberikan makananyang ada racunnya kepada si B,
sedangkan si C tidak tahu adanya racun didalam makan itu.
Dengan demikian si C adalah sebagai alat belaka dari si A, dan
apabila B makan makanannya kemudian meninggal dunia, maka si
A bersalah menyuruh melakukan pembunuhan.
2) Orang lain itu l.:»ei'buat
a) Tanpa kesengajaan
Contoli: Seorang pemilik uvang palsu (manus doming)
menyuruh pembantunya berbelanja di  pasar dengan
menyerahkan 10 lembar uang yang diketahuinya palsu.

Pembantu tersebut adalah manus ministra dalam kejahatan

[ mengedarkan uvang palsu'’. Dalam kejahatan mengedarkan
| uang palsu, terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini
i pembantu ini tidak mengetahui tentang palsunya uvang yang
dibelanjakannya. Dengan keadaan tidak diketahuinya itu
: artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk

kesengajaan)

b) Tanpa kealpaan

13 Terdapat dalam pasal 245 KUHP, yaitu: “Barangsiapa dengan ja mengedarkan
mata uang atau vang kertas yang dikeluarkan oleh hegara alau bank sebagai mata uang atau uang
kerias yang tulen dan tidak dipalsu, pacahal dit‘lm atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu
diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau
memasukkan ke Indonesia, mata uang dan vang kertas yang demikian, dengan maksud untuk
mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan
pidana penjara paling lama Jima belas tahun.
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Contoh: Seorang Ibu membenci pada seorang pemulung karena
seringnya mencuri benda-benda yang terletak dipekarangan
rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung itu sedang
mencari benda-benda bekas dibawah jendela rumahnya, Untuk
membikin penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh
pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela dan
mengenai lpémulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada
kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena
keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang
berada dibawah jendela, dan perbuatan seperti itu telah sering
pula dilakukannya.
Tanpa tanggung jawab, oieh sebab keadaan
(1) Yang tidak diketahuinya
(2) Karena disesatkan
Contoh: Ada seorang berkehendak untuk mencuri sebuah
keper milik seorang penumpang kereta api. Sejak sejak
semula di Stasiun, sebelum orang tersebut naik kereta,
orang jahat itu menguntinya dan kemudian ikut pula
menaiki kereta. Ketika pemilik koper itu sedang tertidur
lelap, dimana kereta api sedang berhenti pada suatu stasiun,
orang jahat tadi menyuruh seorang kuli angkut untuk

menurunkan koper itu dan membawanya kesebuah taksi

yang kemudian dipesan. Pada peristiwa ini kuli tadi telah
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melakukan perbuatan mengambil koper milik orang lain
oleh sebab tersesatkan. Disini telah terjadi pencurian koper,
tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kuli,
melainkan pada orang jahat sebagai pembuat penyuruh.
(3) Karena tunduk pada kekerasan
Contoh: Dua orang hendak merampok yang marah, karena
tuan rurﬂah tidak hendak memberi tahu nomer kode
pembuka brankas, bersama-sama melemparkan tuan rumah
itu dari jendela rumah yang bertingkat dan korban menimpa
anak kecil yang sedang bermain dibawah dan mati. Atas
matinya anak ini tidak dapat dipertanggungjawabkan pada
tuan rumah, tetapi pada dua orang yang melemparkannya.
Dalam peristiwa ini, tuan rumah adalah mumi manus
minisira semata-mata alat dalam kekuasaan dua orang yang
hendak merampok tadi, dan mereka adalah pembuat
penyuruh,
Jika yang disuruhiakukan seorang anak kecil yang belum cukup
umur maka tetap mengacu pada pasal 45 dan 47 jo. UU nomor 3
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak."
Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa jika terdakwa belum umur
16 tahun maka hakim diberikan 3 alternatif pemidanaan, yaitu:

Pertama, memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan lagi

14 5 pmad Bahiej, Hukum Pidana..., him. 34,
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kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa dijatuhkan

pidana apapun. Kedua, memerintahkan supaya anak tersebut

diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Ketiga,
menjatuhkan pidana.

Selanjutnya, Pasal 47 KUHP mengatur apabila hakim
menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana pokok
terhadap tindak pida;lnénya dikurangi sepertiga. Namun jika perbuatan
itu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka
dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Hakim pun hanya bisa
memberikan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang
tertentu. Pidana yang lain tidak dapat diterapkan.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak diatur
mengenai pertanggungjawaban anak sebagai berikut:

a. Yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang waktu
melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 tahun
dengan pengecualian anak yang belum berumur 8 tahun dapat
juga diajukan kesidang anak apabiia anak itu dinilai tidak dapat
dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

b. Batas usia minimal anak dapat dipertanggungjawabkan adalah {2
tahun keatas. Dibawah umur 12 tahun hanya dapat dikenakan
tindakan dengan ketentuan: Pertama, apabila melakukan tindak

pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur

hidup maka dikenakan tindakan diserahkan kepada negara untuk
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mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua,
apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
yang bukan pidana mati atau penjara seumur hidup maka dikenai
tindakan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua
asuhnya, diserahkan kepada negara, atau diserahkan kepada
organisasi sosial.

c. Batas usia maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan
adalah belurn mencapai 18 tahun atau belum kawin. Jadi usia
pertanggungjawaban unak untuk dapat dikenai pidana dan
tindakan menurut undang-undang ini adalah 12-18 tahun dan
belum kawin.

Di dalam doen pleger terdapat dua ciri penting yang
membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan yang lainnya.
Pertama, melibatkan minimal dua vrang, di mana satu tindak bertindak
sebagai actor intelectualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain
untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya
bertindak sebagai actor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak
pidana atas suruhan acfor intelectualis. Kedua, secara yuridis, acfor
materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam

dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.'’

15 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana..., him. 128.
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Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana
kepada doen pleger, actor intelectualis hanya bertanggungjawab
sebatas pada perbuatan yang nyata dilakukan oleh actor materialis,
walaupun perbuatan yang diinginkan oleh doen pleger tersebut

hakikatnya lebih dari telah terjadi itu. Sedangkan actor intelectualis

hanya bertanggung jawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar

disurvhnya, walaupun dalam kenyataan actor materialis yang
melaksanakan suruhannya tersebut telah berbuat jauh lebih dari yang
disuruhnya itu.'®
¢. Orang yang Turut Serta (Medepleger)
Medepleger menurut MVT (Memorie van T oelichting) adalah

orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan

terjadinya sesuatu. Olzh karena itu, kualitas masing-masing peserta
tindak pidana adalah sama."’

Contoh kasus: Dua orang A dan B mencuri sebuah televisi di

sebuah kediaman, dimana mereka berdua sama-sama masuk melalui
jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat obyek
televisi tersebut kedalam mobil yang telah disediakan dipinggir jalan.
Pada contoh ini A dan B sama-sama mengangkat televisi, pencurian
terjadi karena perbuatan yang sama, dan tidak dapat mengangkat
televisi oleh hanya satu orang. Jelas perbuatan mereka telah sama-

sama memenuhi rumusan tindak pidana.

' fbid, him. 129.
7 Ahmad Bahicj, Hukum Pidana..., him. 53.
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Bentuk turut serta ini terdapat dua orang atau lebih yang
dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif
dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan.

Syarat adanya medepleger:

1) Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara
sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukan kepada hal yang
dilarang undang-undang.

2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan
selesainya delik yang bersangkutan.

Dalam suvatu arrest Hoge Read (29-10-1934, dikenal hooi
arrest), berisi:'®
Ada dua orang A dan B sama-sama bersepakat untuk

membakar sebuah kandang kuda milik C orang yang mereka benci.

Pada waktu yang mereka sepakati, mercka berdua masuk kandang

tersebut. Di dalam kandang kuda, ada loteng dan disana ditempatkan

rumput kering (4ooi) untuk makanan kuda. Untuk membakar kandang

kuda tersebut, dilakukan dengan carz membakar rumput kering diatas

loteng. Untuk pembakaran itu, A menaiki sebuah tangga untuk

mencapai loteng, sedangkan B memegang tangga. Pada mulanya
dengan sebuah korek api A mencoba membakar rumput, namun gagal,
karena rumput diatas belum kering sepenuhnya. Lalu B

mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan pada A

18 A dami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana..., him. 97.
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untuk maksud dapat dimulai dengan membakar daun-daun kering itu,
namun juga tetap tidak dapat membakar. Namun setelah beberapa kali
menyulutkan korek api pada rumput di loteng, akhirnya berhasil juga
A membakar rumput kering itu, dan seterusnya api menjalar dan
meluas hingga terbakarlah seluruh kandang kuda milik C.

Ketika disidang pengadilan, B mengajukan pembelaan bahwa
dia bukanlah sebagai orang yang membakar kandang kuda'®, dia tidak
i melakukan tindak pidana pembakaran, karena perbuatannya sekedar
memegang tangga yang perbuatan mana tidak mewnenuhi sebagai
pembuat lengkap atau seorang dader. Dia hanyalah membantu

(pembuat pembantu). Hoge Raad mengenyampingkan alasan

pembelazn B, dan menghukum B karena salahnya telah turut serta

| (pembuat peserta) melakukan pembakaran, sedangkan A adalah
bet kualitas sebagai pembuat pelaksannya.

d. Penganjur (Uitlokker)

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk
melakukan suatu perbuatan pidana di mana orang lain tersebut tergerak
untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau
tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2.%°

Penganjuran (witloker) mirip dengan menyuruhlakukan

(doenpleger), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

19 | ihat pasal 187 KUHP.
2 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana..., him. 129.
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Pertama, pada penganjuran, menggerakkan dengan sarama-sarana
tertentu (/imitatif)y yang tersebut dalam undang-undang (KUHP),
sedangkan menyuruh lakukan menggerakkannya dengan sarana yang
tidak ditentukan. Kedua, pada pengajuran, pembuat materiel dapat
dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam menyuruhkan pembuat
materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Syarat penganjuran yang dapat dipidana:*'
1) Ada kesengajaan menggerakkan orang {ain.
2) Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif
dalam KUHP.
3) Putusan kehendak pembuat materiel ditimbulakn karena upaya-
upaya tersebut.
4) Pembuat matericl melakukan/mencoba melakukan tindak pidana
vang dianjurkan.
5) Pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuran yang
gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 bis KUHP.
Sedangkan dalam bukunya Adami Chazawi merumuskannya
lebih rinci. Unsur-unsur witlokker adalah:
1) Unsur-unsur obyektif, terdiri dari:
a) Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan
perbuatan;

b) Caranya, ialah:

21 A hmad Bahiej, Hukum Pidana..., him. 54.
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Dengan memberikan sesuatu;
Contoh; A menganjurkan pada B untuk menganiaya C
dengan memberikan fasilitas berlibur 7 hari di Bali atas
biaya A.

(2) Dengan menjanjikan sesuatu;
Contoh: A menganjurkan pada B untuk menganiaya C
dengan memberikan janji akan diberi uang Rp 5.000.000,-.
Dengan menyalah gunakan kekuasaan;
Contoh: hubungan antara Hakim dengan Panitera Perkara.
Hakim mempunyai hubungan kekuasaan terhadap Panitera
Perkara mengenai perkara yang sedang ditangani, lalu
dengan kekuasaan itu dia menganjurkan untuk mencatat
keterangan seorang saksi secara palsu di dalam Berita Acara
Sidang yang dibuatnya.
Dengan menyalahgunakan martabat;
Contoh: camat ditempat tinggalnya ditokohkan dan
berwibawa, atau dengan sebutan sesepuh bagi orang-orang
tua yang dihormati. Semua kedudukan tersebut
mengandung kewibawaan yang mempunyai pengaruh
pada masyarakat atau orang-orang tertentu, pengaruh
mana dapat disalahgunakan, dan inilah yang dimaksud

dengan menyalahgunakan martabat.
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(5) Dengan kekerasan,

(6)

g

Contoh: Seorang yang dijewer kupingnya agar dia
menandatangani sebuah surat palsu yang telah disiapkan.
Penjeweran kuping adalah berupa kekerasan yang masih
dapat dilawan dengan menampar atau memukul tangan
pemaksa untuk menolak menandatanganinya. Kalau dia
tidak melakukan pilihan menolak dalam hal semacam ini,
maka dia adalah pembuat pelaksana dalam penganjuran.
Dengan ancaman;

Contoh: Seorang direktur diancam seorang wanita
sekretarisnya bakiwa perselingkuhan dengan dirinya akan
disampaikan pada isiri sang direktur itu, kemudian
menjadi ketakutan dan karena itu si direktur memenuhi
permintagan sekretarisnya untuk membelikan rumah
mewah dengan menggunakan uang perusahaan
sebagaimana yang diminia/ dianjurkan oleh wanita
simpananya itu.

Dengan penyesatan;

Contoh: A sakit hati pada X dan karena itu A ingin agar X
mendapatkan kesusahan atau penderitaan. Untuk itu, A
menyampaikan berita bohong yang menyesatkan pada B,
bahwa X telah berselingkuh dengan istrinya B dengan

membuat alibi-alibi palsu, dan dengan sangat meyakinkan
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A menganjurkan B agar X dibunuh saja atau dipukul saja.
Penyesatan disini adalah ditujukan pada motif agar B sakit
hati kdan memmbenci X, atau memberikan dorongan agar
timbul rasa sakit hati, benci dan dendam pada B, dan
dengan rasa yang demikian mendorong B untuk
melakukan pembunuhan atau penganiayaan sesuai dengan
kehendak A. Apabila kemudian B tersesat dalam pendirian
yang kemudian memutuskan kehendak untyuk membunuh
atau menganiaya X, maka disini telah terdapat oentuk
pembuat penganjur.

Dengan memberi kesempatan, dengan memberikan
sarana, dengan memberikan keterangan.

Contoh: A sangat tertarik dengan barang-barang dalam
gudang yang dijaganya, karena harganya mahal dan
mudah penjualannya. Dia tentu tidak akan melakukannya,
karena segera diketahui apabila dia sendir1 yang mencuri.
Untuk ite dia menghubungi temannya yakni, B. A
kemudian mengatakan (memberi keterangan) bahwa di
gudang ada barang-barang berharga yang mudah untuk
dijual, dengan mengambilnya beberapa buah saja
kemudian dijual dipasar loak sujdahlah cukup untuk
membeli sepeda motor. Kemudian dia menawarkan pada

B ayolah curi saja benda itu dari dalam gudang, nanti saya
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beri kunci duplikatnya (memberikan sarana), dan malam
lusa saya akan berpura-pura sakit agar saya tidak menjaga
digudang (memberi kesempatan) tapi jangan lupa lima
puluh persen hasil penjualannya untuk saya, dengan tiga
upaya yang sekaligus itu, B tertarik dan kemudian
memutuskan kehendaknya untuk mencuri benda itu dalam

gudang,.

2) Unsur subyektif, yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari

seorang pemibuat penganjur, ialah:

a) Tentang kesengajaan si penganjur, yang harus ditujukan pada 4

b)

hal, yaitu:

(1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjnran.

(2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan
beserta akibatnya.

(3) Ditujukan pada orang lain untuk melakuken perbuatan
(apa yang dianjurkan)

(4) Ditujukan pada orang ,ain yang mampu bertanggung
jawab atau dapat dipidana.

Dalam  melakukan perbuatan menganjurkan  harus

menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang

ditentukan dalam pasal 55 ayat | angka 2 tersebut;
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c) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat
pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan
apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh
digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat
penganjur (adanya psychische causeliteit)

d) Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah
melaksanakan tindak pidana sesuai denan yang dianjurkan
(boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempuma atau
boleh juga teriadi percobaannya);

¢) Orang yang dianjurkan adulah orang yang memiliki
kemampuan bertanggung jawab.?

e. Pembantuan (Medeplichtige)
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan
ada duajanis:z3
a) Pembantuan pada saat kejabatan dilakukan. Cara bagaimana
pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP . Ini mirip dengan
medepleger (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

1) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantw/
menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan
pelaksanaan.

2) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan

tanpa  disyaratkan  harus  kerjasama  dan  tidak

22 A dami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana..., him. 110.
 Ahmad Bahiej, Hukum Pidana..., him. 54,
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.I bertujuan/berkepentingan sendiri, sedang dalam turut serta,
orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana,

! dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60

KUHP)*, sedangkan turur serta dalam pelanggaran tetap

dipidana.
4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang
! bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta
dipidana sama.

Contoh pembantuan pada saat kejahatan dilakukan:
! Seorang Polisi yang bertugas menjaga sebuah bank, dia berdiam
dizi ketika seorang perampok menodong dengan pisau seorang
? nasabah yang baru saja mengambil uang dari loket kasir, dengan
maksud membcrikan  pelusng  pada perampok itu uatuk

melaksanakan kejahatan pencurian dengan kekerasan.”
_b) Pembatuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan
cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip
dengan penganjuran (uitlokker). Perbedaanya pada niat’kehendak,
pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak
semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam
penganjuran, kehendak melakuakn kejahatan pada pembuat

materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

2 pasal 60 KUHP berbunyi, “membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana™.
2 |ihat pasal 365 KUHP.
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Contoh pembantuan dengan memberikan keterangan: A
sakit hati pada B karena atas laporannya ke Polisi dia dipidana
penjara. Untuk melampiaskan sakit hatinya itu dia memutuskan
hendak akan membunuh B setelah dia keluar dari penjara. Setelah
selesai menjalani pidana, A mencari B kesana kemari, namun tidak
berhasil. Maka A datang menemui C temannya menanyakan
tentang keberadaan B, dan menerangkan tentang kehendak akan
membunuh B. Kebetulan C juga sakit hati pada B, karena B pernah
menipu C. Untuk menoiong A, maka C memberikan keterangan
tentang keberadaan atau tempat tinggal B. Atas keterangan dari C,
A berhasil menemukan B musuhnya itu dan dikampaknya kepala B

dan mati.

Contoh pembantuan dengan memberikan sarana: B
memberikan sebuah samurai pada A yang diketahuinya bahwa A
hendak membunuh C. Dengan samurai itu A melaksanakan

pembunuhan C.

Contoh pembantuan memberikan kesempatan: A seorang
sopir taksi sengaja menghentikan mobilnya ditempat yang sepi dan
berpura-pura mogok, dengan maksud menolong temannya B yang
diketahuinya sejak lama telah menguntit C untuk merampok uang
yang dibawa penumpang itu.

Contoh-contoh tersebut diatas adalah menjadi syarat dalam

hal pembantuan (sebelum pelaksanaan kejahatan).
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3) Ancaman Pidana
| Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk

memaksa orang menepati janji atau mentaati ketentuan undang-undang,
| Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara
khusus unut memberiakn pengamanan bagi penegakan hukum dengan
mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang
melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang
' mematuhinya. Jadi, sanksi itu sendiri tidak selalu berkonotasi negatif.
" Sedangkan tindakan diariikan sebagai pemberian svatu hukuman yang
sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendididk dan mengayomi. Tindakan
ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki
pembuat, seperti pendidikar. paksa, pengobatan paksa, memasukan
kedalam rumah sakit, dan lainnya.®

Setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti
ada konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut. Ada sanksi yang
harus diterima bagi seorang itu. Dibawah ini penulis akan memaparkan
sanksi-sanksi terhadap tindakan turut serta tindak pidana.

Agar lebih jelas, penulis akan memaparkannya melalui tabel pada

berikut ini:?’

26 s tahrus Ali, Dasar-dusar Hukum Pidana..., him, 202,
27 Topo Susanto, Menggagas Hukum pidana Isiam (Bandung: Asy Syaamil press &

Grafika, 2001), him. 157.
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HUKUM JENIS
POSTITIF JENIS PENYERTAAN TINDAK
PIDANA
e Turut serta
¢ Menyuruh ¢ Membantu
¢ Membujuk
Lebih ringan dari
Ancaman Sama dengan ; . ]
Pidana pelaku pelaku (dikurangi | Kejahatan
sepertiga)
Ancaman Sama dengan — s
Pidana pelaku ridak Dipidana Pelanggaran

Di dalam tabel tersebut diterangkan bahwa bagi jenis tindak pidana
kejahatan, pada turut serta (medepleger), menyuruh (doenpleger) dan
membujuk (uitlokker), diancam pidana sama dengan pelaku. Sedangkan
membantu (medeplichtige) pada jenis tindak pidana kejahatan, ancaman
pidanannya iebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga.

Kemudian pada jenis tindak pidana pelanggaran, pada turut seita
(medepleger), menyuruh (doenpleger) dan membujuk (uitlokker), diancam
pidana sama dengan pelaku pelanggaran. Sedangkan membantu
(medeplichtige) pada jenis tindak pidana pelanggaran, tidak dikenai
ancaman pidana.

Pasal 57 ayat 1 berbunyi, dalam hal pembantuan, maksimum

picana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Apalagi maksimum

hukuman ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup,
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maka maksimum dalam hal medeplichtigeid ini dijadikan hukuman
penjara selama-lamanya 15 tahun.

Menurut ayat 3, hukuman tambahan dalam hal “pembantuan” ini
sama seperti si pelaku tunggal, si turut pelaku, si penyuruh, dan si
pembujuk. Ayat 4 membatasi penentuan hukuman dalam hal
“pembantuan” ini pada perbuatan-perbuatan yang oleh si pembantu
dipermudah atau di dorong dengan sengaja. Dengan demikian, tidak
dikenai hukuman seseorang yang membantu melakukan tindak pidana
secara kurang berhati-hati (culpa).

Meskipun dalam pasal 56 KUHP hapya disebutkan bantuan pada
“kejahatan”, pamun oleh pasal 60 ditegaskan lagi bahwa membantu

melakukan suatu “pelanggaran” tidak dikenai hukuman.™

2 wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di indonesia..., hlm. 129,



BAB I

PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Perbuatan Pidana (delik)

Manusia tidak mungkin merealisasikan semua tujuan hidup dan impian
mereka kecuali jika seluruh unsur dan faktor perkembangan terpenuhi, dengan
begitu manusia dapat memperoleh haknya secara penuh. Salah satu yang
paling asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, hak memiliki,
hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak
memperoleh pengajaran. Seluruh hak tersebut bersifat kewajiban dari sudut
pandang kemanusiaan, terlepas dari warna kulit, agama, kebangsaan, negara,
atau kedudukan sosial.!

Allah berfirman dalam surat al-Isra’ atat 70:

L7 . - A2, ’,’J"}J . - ,”af’/’ B e e
s
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Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adom, Kami
angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan

Allah juga telah menganugrahkan kepada manusia sebuah penghargaan
yang tinggi berupa hak perlindungan untuk hidup secara hormat dan
bermartabat manakala ia senantiasa berjalan sesuai aturan Allah. Salah satu

kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia adalah perlindungan diri

1 Sayyid Sabig, Figih Sunnah (Jakarta: Pena [lmu dan Amal, 2608), him. 270.

41
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dari tindak kejahatan atau yang kita kenal dengan istilah jarimah (tindak
pidana). Jarimah adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran,
keadilan dan aturan agama sebagaimana disebutkan oleh al-Mawardi dalam
kitab af-abkam as-Sultaniyah wa al-wildyah ad-Dinlyah yang berbunyi:
Al B e (a5 80 55 L 3 gl el

“ Jarfmalb adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang
diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir”.

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu

perbuatan dianggap sebagai jarfmab karena perbuatan tersebut telah

merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama
baiknya serta membuat terganggunya ketentraman masyarakai. Salah satu dari
bentuk jarimah adalak Penyertaan tindak pidana.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindai
pidana ini yaitu Jinayah dan Jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata ‘jingyah’
yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah *jarimah’. Jarimah
didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang
pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum
berarti melaukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu
perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana
adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang
oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan
(ommission) suat perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang

ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.?

132

2 Tapo Susanto, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), him.
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Ada empat sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’
dan givas. Jadi kitab suci al-Qur’an berada pada puncaknya sebagai sumber
pertama dari syariat Islam, sunnah sebagai sumber kedua, ifma’ atau

konsensus sebagai sumber ketiga dan giyas atau analogi sebagai sumber

keempat.

Suatu kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela.
Sedangkan maksud dari tercela adalah apa yang dicela oleh pembuat syariat
(yaitu Allah). Suaiu perbuaian tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika
ditetapkan oleh syara’ bahwa perbuatan itu tercela. Ketika syara’ telah
menetapkan suatu perbuatan adalah tercela, maka sudah pasti perbuatan itu
disebut kejahatan, tanpa inemandang lagi tingkat tercelanya. Syara’ telah
menetapkan perbuatan tercela sebugai dosa (zunnub) yang harus dikenai sanksi.
Jadi, substansi dari dosa adalah kejahatan. >

Berdasarkan tingakat berat tidaknya, tindak pidana/perbuatan pidana
dalam hukum pidana Islam dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:*

i. Tindak pidana budid, meliputi minum khamr, zina, homoseksnal,
menuduh melakukan zina, mencuri, merampok, memberontak dan
murtad.

2. Tindak pidana jinayat, meliputi pembunuban disengaja, pembunuhan
semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, dan melukai

oragan tubuh.

3 asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor: Ghalia

Indonesis, 2009), him. 17.

A thid



j! 3. Tindak pidana 3z, meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk
dalam tindak pidana Audud dan tindak pidana jinayat.

Berdasarkan kriteria apa yang dilanggar, maka tindak pidana

dibedakan menjadi dua, yaitu:®
. Jarimah ijabiah yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar
larangan.
2. Jarimah salabiah, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar
perintah.
Penyertaan tindak pidena dalam penelitian ini adalah termasuk

dalam kategori tindak pidana /2 Zir.

B. Penyertaan tindak Pidana
1. Pengertian
Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh
Allah dengan hukuman hadd atau fa’zir. Larangan tersebut adakalanya
berupa mengeriakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan

perbuatan yang diperintahkan.®

Sesuatu jarimah adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan
adakalanya oleh beberapa orang. Dan inilah yang disebut turut berbuat

Jjarimah. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk

kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat:’

® Ibid.
% Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana isiam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), htm. |

7 Ibid.., him. 136.
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a. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan
bagiannya dalam melaksanakan jarimal). Artinya secara kebetulan
melakukan bersama-sama.

b. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk
melaksanakan jarimabh.

¢. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain unutuk berbuat jarimah.

d. Memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah
dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.

Di dalam bukunya A. Djazuli disebutkan ada tiga syarat bagi
terjadinya turut berbuat jarimah, yaitu:

a. Adanya perbuatan yang diancam dengan hukuman (jarimabh).

b. Adanya cara vang menuju kepada perbuatan tadi, seperti adanya

kesepakatan untuk berbuat suatu jarimah, atau membantu melakukan

kejahatan.

c. Adanya tujuan dari stiap pelsku demi terjadinya suatu perbuatan
yang diancam hukuman.
Di dalam hukum Islam, para fugaha membedakan penyertaan ini
dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut.’

a. Keterlibatan secara langsung (isytirak-mubasyir), di mana orang lain

-’ turut serta menjadi pelaku dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana.

Pelakunya disebut dengan istilah syarik mubasyir.

¢ asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sisiem Hukunt Islam..., him_ 90,
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b. Keterlibatan secara tidak langsung (isytirak ghaiul mubasyn/isytirak
bit-tasabbubi), di mana orang lain menjadi penyebab adanya tindak
pidana, baik karena ia memaksa, atau menyuruh, atau menghasut,
atau memberi abntuan, tetapi tidak ikut secara nyata dalam
pelaksanaanya. Orang semacam ini dikenal dengan istilah syarik
mutasabbib.

Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama
menjadi kawan ryata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang
kedua menjadi sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau
menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta
secara nyata, dalam melaksanakannya.’

Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 16 yaitu:
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Artinya: Dan ferhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di
antara kamz, Maka berilah hukuman kepada keduanya,
kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka
biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima
taubat lagi Maha Penyayang.

Bentuk-bentuk Penyertaan

a. Turut Berbuat Langsung

Turut berbuat langsung dapat terjadi, manakala seorang

melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan

? Topo Susanto, Menggagas Hukum pidana Islam..., him. 154,
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i pelaksanaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai ma'siat, yang
dimaksudkan untuk melaksanakan jarimah itu. Apabila ia telah
| melakukan jarimah, baik jarimah yang diperbuatnya itu selesai atau
| tidak, sesuatu jarimah tersebut tidak mempengaruhi kedudukannya
sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya
terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila jarimah yang
diperbuatnya itu selesai, sedang jarimah itu berupa jarimah badd,
maka perbuatan dijatuhi hukuman £add, dan kalau tidak selesai maka
hanya dijatuhi pidana fa *zir. '

Dalam hubungannya dergan turut berbuat jarimah, para fuqaha
mengenal dua macam fturut berbuat jarimah langsung, yaitu al-
tawafuq dan al-tamaly’.

Al-tawafuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu
kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi,

kejahatan itu tegj adi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran

yang datang secara tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika
sedang berlangsung demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya
unutuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus seperti ini, para
pelaku kejahatan hanya bertanggungjawab atas perbuatan masing-
masing.

0, of 090 WG Jf 26341 3 onSiadt Sabf aonzt OF olins 3ikydly
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19 A hmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islant..., him. 139,
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Attawafug (persetujuan) berarti kehendak yang diambil para
pelaku (komplotan) dalam kejahatan yang dilakukan tanpa didahului
oleh persetujuan di antara mereka. Masing-masing bekerja di bawah
pengarub motivasi pribadi dan gagasan seketika, seperti halnya dalam
perkelahian yang terjadi tiba-tiba, mereka melakukan tindakan tanpa
diawali kesepakatan dulu. Masing-masing bertindak menurut
keinginan diri sendiri dan ide spontan. Dalam kasus seperti ini, para
pelaku dapat dikatakan melakukan kesepakatan, cuma masing-masing
bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, dan tidak
menanggung perbuatan yang dilakukan orang lain {meski satu
kelompok).

Al-Tamaly’ adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa
orang secara hersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas
ceseorang oleh sckelompok orang secara terencana: ada yang
mengikatnya, memukulnya atau menembaknya. Mereka semua

bertanggungjawab atas kemaiian korban. "
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1! Abdul Qodir
A

:e Audah, At-Tasyri’ al-Jina’f al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1963) hlm. 361.
Dijazuli, Figih Jinayah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 17.
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Menurut Imam Malik, tamalu’ berarti kesepakatan yang dibuat
sebelum melakukan tindakan (pembunuban) dan kerjasama dalam
merealisasikannya. Sedangkan kesepakatan untuk melakukan
pelanggaran tidak dapat dianggap famalu’. Pendapat ini diambil juga
oleh sebagian ahli fikih madzhab Syafi’i dan Ahmad, namun mereka
tidak sepakat dengan Imam Malik, pada sate pandangan bahwa para
pelaku tidak dianggap tfamalu’ kecuali pelaku yang bekerjasama
melakukan tindakan (pembunuhan) sesuai dengan perannya.

Adapun Imam Malik menganggap pelaku famalfu’ adalah
orang yang ada di tempat kejadian perkara walaupun tidak secara
langsung terlibat, baik satu orang atau lebih. Sekiranya ia tidak terlibat
tindakan yang dilakukan temannya, ia digolongkan sebagai pelaku
tamalu’ karena setiap orang yang hadir di TKP meski hanya sebagai
pengawas saja adalah pelaku rfamafu’, dengan syarat ada indikasi kuat
mereka ikut terlibat kesepakatan dan mempersiapkannya,”

Tamadlu’ diharuskan diawali dengan kesepakatan antara para
pelaku untuk melakukan kejahatan. Mereka memiliki rencana untuk
mewujudkan tujuan terteniu dan melakukan kerjasama dalam
merealisasikan kesepakatan mereka. Satu contoh, jika ada dua orang
(A dan B) sepakat membunuh seseorang (C), lalu praktitknya si A
menusuk C dau memotong jari-jarinya, sedangkan si B menyembeiih
C, maka keduanya dianggap sama melakukan pembunuhan dan dapat
dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan tamalu 13

Tindak pembunuhan secara langsung dapat difakukan oleh satu
orang pelaku saja atau dari sekelf)mpok orang. Apabila pembunuhan
yang terjadi adalah dilakukan oleh satu orang sendiri, maka itu

hukaniah termasuk dalam tunt serta jarimah. Adapun jika

13 pbdul Qodir Audah, At-Tasyri’ al-Fina'i al-Islami..., hlm. 40.
13 Ibid, him. 261.
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pembunuhan itu dari sekelompok orang yang mereka sama-sama
terlibat dalam tindak kejahatan yang dilakukan, maka adakalanya
keterlibatan itu terjadi secara berurutan dan bergantian atau ada
kalanya dilakukan secara bersama-sama sekaligus dalam waktu yang
bersamaan, maka itulah yang disebut turut berbuat jarimah. Hal ini
dapat dihukumi dengan gisas ataupun /2 *zir, tergantung peran dari
masing orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan kesepakatan para imam mazhab empat, secara
syara’ wajib menghukum sekelompok orang karena melakukan tindak
pidana. Hal ini dalam rangka sadduz zara’i (menutup celah-celah
yang bisa berpotensi dijadikan sebagai pintu masuk pada sesuatu
yang terlarang). Karena jika mereka tidak dihukum semuanya,
tentunya itu akan berdampak pada pelaksanaan hukum yang tidak
bisa dilakukan, Sebab jika demikian, tindakan kejahatan dengan cara
dilakukan secara bersama-sama akan dijadikan sebagai trik dan
rekzyasa untuk terhindar dari jeratan hukum. Disamping itu, banyak
kasus tindak pidana/kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama
oleh sekelompok orang, karcna biasanya suatu kasus tindak pidana
tidak terjadi kecuali dilakukan dengan cara bekerja sama oleh
sekelompok orang. s

Kesimpulan menurut jumhur ulama adalah apabila

pcmbunuhan yang melibatkan beberapa orang itu adalah pembunuhan

15 wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuku, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him.
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tanpa ada unsur at-tamaly’ (berkomplot, konspirasi), maka mereka
semua bisa digisas apabila memang tindakan masing-masing dari

mereka itu adalah tindakan yang sudah bisa mematikan dan

membunub. Sedangkan jika kasus pembunuhan itu adalah
pembunuhan dengan adanya unsur a/-famali’, mereka semua tetap di
qisas, sekalipun tindakan yang dilakukan masing-masing dari mereka
jtu sebenarnya tidak bisa membunuh dan mematikan. 16

Ulama Hanafiyah, ulama Syafi’iyah, dan ulama Hanabilah
berdasarkan pendapat yang lebih r&jih menurut mereka, mengatakan
bahwa at-tamaly menurui Istitah adalah kesamaan keinginan para
pelaku datam sutu tindakan meskipun tidak di dahului dengan adanya
kesepakatan di antara mereka sebelumnya, sekiranya mereka bersama-
sama melakukan tindak kejahatan itu secara spontan meski tanpa
didahului dengan adanya rencana tau kesepakatan sebelumnya.'’

Abu Hanifah tidak membedakan antara Tawafug dan Tamalu’,
Menurutnya, kedua perbuatan kriminal ini hukumnya sama. Seorang
pelaku dalam T amaly’ dan Tawafuq hanya diminta bertanggungjawab
terhadap perbuatan yang ia lakukan saja. Sedangkan para Imam
Madzhab yang lain membedakan antara Tamalu’ dan tawafuq seperti
yang sudah dijelaskan. Meski sebagian pengikut madzhab Syafi’i dan

Ahmad bin Hanbal memegang pendapat Imam Abu Hanifah.'®

3 wahbah Az-Zuhaili, Figih Istam Wa adiliatubas..., hlm. 563,

17 1bid, him. 564. et e e g e
18 A bdul Qodir Audah, At-Tasyri’ al.Jina'i al-Islams..., him, 361.
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Seperti korban yang mengalami sejumiah luka secara
bersamaan dari sejumlah pelaku, jadi masing-masing dari pelaku
melukai korban dengan luka yang membinasakan, atan mereka
menembakan senjata api ke diri korban kemudian tembakan tersebut
menéenai si korban dalam bentuk yang mematikan. Menurut ulama
Hanafiyah, masing-masing dari para pelaku trsebut dikenai hukuman
gisas apabila mereka secara langsung melukakan pembunuhan
tersebut, karena dengan begitu, masing-masing dari mereka dianggap
sebagai pelaku pembunuhan yang disengaja.

Disini nampak bahwa ulama Hanafiyah tidak membedakan
antara kondisi fawafug dengan kondisi tamalu’. Jadi menurut ulama
Hanafiyah, yang penting dan yang dijadikan patokan adalah tindakan
yang dilakukan oleh masing-masing itu mematikan, dalam arti
tindakan yang dilakukan oleh salah satu saja diantara mereka
sebenarnya sudah bisa membunuh dan mematikan.

Menurut sebagian besar fugaha, tanggungjawab para pelaku
yang melakukan tindak pidana secara bersamasama yang terjadi
dengan kebetulan atau tiba-tiba, mercka bertanggung jawab atas
perbuatan mereka sendiri, tidak bertanggung jawab atas perbuatan
pelaku lainnya. Sedangkan pada kasus yang dilakukan dengan adanya
persamaan kehendak dan direncanakan bersama-sama, maka mereka

bertanggung jawab penuh atas perbuatannya secara keseluruhan.
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Pada dasarnya dalam syariat Islam, banyak sedikitnya pelaku
tindak pidana tidak mempengaruhi hukuman. Namun demikan,
masing-masing pelaku bisa mendapatkan hukuman berbeda karena
keadaan mereka sendiri. Misalnya, seorang melakukan perbuatan
tindak pidana karena ia gila, atau karena ia membela diri, atau karena
ia dipaksa, sedangkan pelaku lainnya melakukan tindak pidana dengan
kesadarannya. Pada kasus yang demikain, hukuman bagi pelaku yang
memiliki alasan tertentu tidak sama dengan hukuman bagi pelaku
yang memang menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut. 9

Fiman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45:
x L Epe =T s AT vew L ceEefo o L2
&G CaodT ol AT G ST Gd gl G5

z . ,:E PR "",-“ T "‘;M e AR
555 i et gl G2l Saf o5V

b sge K2 L7

artinya: Dan Keri telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan
telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya.
Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang

yang zalim.

b. Turut Berbuat Tidak Langsung

19 A sadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,... alm. 91,
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Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang

mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu

perbuatan yang dapat dibukum, atau menyuruh (menghasut) orang

lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan
disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi
bantuan.?’

Turut berbuat Jarimah yang tidak langsung adalah seperti
orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga.
Dalam kasus ini, menurut para ulama di kalangan madzhab Maliki,
Syafi’i, dan Alunad, orang yang menyurvh itulah yang dianggap
sebagai pelaku pembunuban. Karena orang yang disuruh itu hanyalah
alat yang digerakan oleh si penyuruh 2!

Dari keterangan tersebut dapat diketahui unsur-unsur turut
berbuat tidak langsung, yaitu:

1) Perbuatan yang dapat dihukum (Jaripah)
2) Niat dari orang yang turut berbuat
3) Cara mewuj udkan perbuatan tersebut:

a) Persepakatan

jika seseorang bersepakat dengan orang lain untuk mencuri

kambing, kemudian pembuat-langsung memukul pemilik

kambing atau mencuri kambing bukan milik orang yang dituju,

maka disini tidak ada persepakatan atas jarimah yang terjadi.

% Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam..., hlm.144.

21 A Diazuli, Figih Jinayeh..., him. 18
2 :.hmjad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana islam..., him.145.
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Akan tetapi tidak adanya turut berbuat tidak berarti bahwa
persepakatan itu tidak dihukum, sebab persepakatan itu sendiri
sudah merupakan perbuatan ma ‘siyat.

b) Menyuruh (menghasut; rahridi)

Kalau orang yang mengeluarkan perintah mempunyai
kekuasaan atas orang yang diperintah, seperti orang tua
terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah
tersebut bisa dianggap sebagai paksaan. Kalau yang diperintah
itu tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila, dan yang
memerintah tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka
perintahnya itu dianggap bujukan biasa, yang boleh jadi
menimbulkan jarimah atau tidak.
c) Memberi Bantuan (I'anakh}

Contoh kasus: A melihat sckelompok pencurian melakukan

pencurian, tetapi A diam saja.

Dalam kasus ini jumhur ulama mengaunggapnya sebagai turut
berbuat jarfrmah, sebab meskipun A diam dapat dianggap membantu
secara moral, namun secara yuridis formal A tidak melakukan suatu
perbuatan yang sifatnya membantu, ulama membedakan apakah
diamnya itu karena tidak mampu menghalanginya ataukah karena ia

tidak acuh terhadap terjadinya kejahatan, maka dia bertanggung jawab

sesuai dengan perbuatannya, yakni mendiamkan berlangsungnya

kejahatan, sedangkan bila diammnya itu karena ia tidak mampu
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menghalangi terjadinya kejahatan itu, maka ia tidak dimintai
pertanggung jawaban.

Contoh lain: A menyuruh B untuk memukul C dengan pukulan
sederhana dengan alat yang bisa mematikan, kemudian ternyata C
mati karena pukulan itu. Maka dalam kasus ini apakah A bertanggung
jawab atas pemukulannya saja ataukah terhadap pembunuhannya juga.

Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali si
penyuruh itu bertanggung jawab terhadap pembunuhan semi sengaja.
Menurut madzhab Maliki si penyuruh bertanggung jawab atas
pembunuhan kesalahan. Mereka beralasan karena suruhannya ity

memungkinkan terjadinya kematian.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda:?>
3ol et 2y 48 e R 5a N AEs S 1 Bk 1y

Bila seorang pelaku (kriminal) menahan orang lain, lalu orang itu
dibunuh oleh pelaku yang lain, maka pelaku yang membunuh itu
dikenakan sarksi qisas sedangkan pelaku yang menahan itu
dikenakan sanksi ditahan.

Contoh iain, seperti menggali sumur di jalan umum tanpa
seizin dari pemerintah dari pemerintah yang berwenang, kemudian
menutupi lubangnya agar orang lewat terjatuh kedalamnya dan mati,

juga seperti memberikan kesaksian palsu atas seseorang yang tidak

bersalah bahwa ia tefah melakukan pembunuhan, melakukan paksaan

terhadap seseorang untuk membunuh seseorang yang lain, atau

e ——

B Gayyid Sabig, Figih Sunnah.... him. 291.
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penjatuhan keputusan hukuman mati yang tidak jujur dan
ketidakadilan seorang hakim terhadap seseorang.
Dalam hal ini, sebab ada tiga macam:**

1) Hissiy, seperti memaksa untuk melakukan pembunuhan.

2) Syar'i, seperti memberika kesaksian palsu atas seseorang yang
tidak bersalah bahwa ia telah melakukan pembunuhan, penjatuban
fonis hukuman mati yang tidak jujur dari seorang hakim terhadap
seseorang.

3) Urfiy, seperti menyajikan makanan beracun, menggali sumur di
jalan yang dilewati korban dann menutupi lubangnya.

Imam Syafi’i meriwayatkan bahwa dalam kasus dua pelaku
pembunuhan (yang satu menangkap dan yang satu membunuh korban)
bahwa Ali r.a. merjatuhkan gisas terhadap pelaku yang membunuh,
dan inemenjarakan orang yang menahan korban seumur hidup.

Adapun dalam kasus pemaksaan, perintah, ataupun peracunan
untuk melakukan pembuniuhan. menurut ulama Hanafiah, disini tetap
gisas, karena itu adalah pembunuhan secara langsung. Namun yang
dikenai ancaman gisas bukanlah pihak yang dipaksa, akan tetapi yang
dikenai ancaman gisas adalah pihak yang memaksa, memerintah, dan

yang meracuni. Karena pemaksaan membuat pihak yang dipaksa

24 \yahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhy..., him. 566,
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menjadi “alat” ditangan pihak yang memaksa, sementara tidak ada

gisas terhadap “ala 2

Pada dasarnya menurut syari’at Isiam hukuman-hukuman yang

telah ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana fudud dan
gisas dijatuhkan atas pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak
langsung. Berdasarkan aturan tersebut maka siapa yang turut berbuat
dalam tindak pidana fzudi:_d dan gisas, tidak dijatuhi hukuman yang
telah ditentukan jumlahnya. Bagaimanapun bentuk turut berbuatnya
: itu, metainkan dijatuhi hukuman ¢a zir.

Pada KUHP di Indonesia, turut berbuat tidak langsung dijatuhi
hukuman sebagai pembuat, artinya dianggap sebagai pembuat
langsung.

Pertalian Perbuatan Langsung Dengan Perbuatan Tidak Langsung

Pertalian antara kedua macam perbuatan tersebut apabila

qumpul kedua-duanya, tidak lebih dari kemungkinan sebagai

be,ril(ut:26

1) Perbuatan tidak langsung tebih kuat dari pada perbuatan langsung,
dan hal ini bisa saja terjadi apabila perbuatan langsung bukan
perbuatan yang melawan hukum (pelanggaran hak), seperti
persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk
menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka. Persaksian palsu

adalah perbuatan tidak langsung.

—

2 1hid, hal. 567.

26 A mad Hanafl, Asas-asas Hukum Pidana Isiam..., him. 147,
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2) Perbuatan langsung lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung.
Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung, dapat memutus daya
kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu
sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi.
Seperti orang yang menjatuhkan orang lain dalam jurang,
kemudian datang orang ketiga untuk membunuh orang yang ada
dalam jurang itu.

3) Kedua perbuatan tersebut seimbang, yaitu apabila daya kerja sama
kuatnya, seperti memaksa orang lain untuk melakukan
pembunuhan. Dalam soal ini pemaksa itulah yang mengggerakkan
pembuat langsung melakukan jarimah, sebab kalav sekiranya tidak
ada pemaksa tentunya orang kedua tidak berbuat, ietapi juga kalau
sekiranya tidak ada crang kedua, helum tentu paksaan orang
pertama akan menimbulkan pembunuhan tersebut.

Akan tetapi dalam penerapannya tersebut terdapat perbedaan
dikalangan fugaha, seperti apabila ada orang yang menahan orang
lain agar bisa dibunuii oleh orang ketiga.

Jadi letak pertedaan buakn kepada siapa pembantu dan siapa
pembuat asli (langsung), melainkan apakah perbuatan tidak langsung
pada contoh tersebut sama dengan perbuatan langsung atau tidak.

3. Apcaman Pidana

Tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh

hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh sutu hukum pidana sebelum
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perbuatan itu dilakukan. Hukum dapat menjatuhkan pidana hanya terdapat
perbuatan-perbuatan  yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya
sebagai tindak pidana.

Dalam syariat Islam hukuman-hukuman yang telah ditentukan
jumlahnya yakni dalam tindak pidana hudud dan gisas dijatuhkan atas
pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Berdasarkan
aturan tersebut maka siapa yang turut berbuat dalam tindak pidana I_Judfz_d
atau gisas, tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya,
bagaimanapun bentuk turut berbuat itu, melainkan dijatuhi hvkuman
ta'zir?

Alasan pengkhususan aturan tersebut untuk tindak pidana gmd'f;d
dan gisas ialah karena pada umumnya hokuman yang telah ditentukan
jumlahnya itu sangat berat, dan tidak berbuat langsungnya peserta
merupakan syubhat yang bisa menghindarkan hadd. Juga karena pembuat
Jangsung pada umumnya cenderung lebih berbahaya dari pada membuat
tidak langsung.”

Pada hukuman pembuat tidak langsung adakalanya terpengaruh
atau tidak terpengaruholeh keadaan diri dan perbuatan pembuat langsung.
Keadaan pembuat tidak langsung hanya berpengaruh pada dirinya sendiri
dan tidak mempengaruhi hukuman pembuat langsung, seperti kalau

pembuat pertama tersebut masih di bawah umur atau gila atau sebaliknya.

fi, Asas-asas Hukum Pidana Isiam..., hllm. 151,

27 Ahmad Hana :
28 Topo Susanto, Menggagas Hukum pidana Islam..., hlm. 156.
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Pada tindak pidana ta’zir tidak ada pembedaan hukuman antara

pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung scbab keduanya
diancam dengan pidana yang sama yaitu fa’zir. Dalam hal ini hakim
memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman {2 Zir,
pemisahan antara hukuman bagi pembuat

sehingga tidak perlu diadakan
langsung dan pembuat tidak langsung dalam jenis tindak pidana ini.
Agar lebih jelas, penulis akan memaparkannya melalui tabel pada

berikut ini:
_____________-—-/
HUKUM JENIS
PIDANA JENIS PENYERTAAN TINDAK
SLAM | _ PIDANA
Turut berbual | Tyrut berbuat tidak
Jangsung - Jangsung :
o Tunt o Membujuk
ﬁﬂa b e Membantu
eny\
__'_._._,__n—'——'_'_._'__
s | Tindak
Sama dengan i Tidak sama dengan | pidana
Ancaman pelaky pelaku (Pidana Soadind dan
| (e a2 7t
Hukum Disas) Oisas
..-—____,__,--*-"'_"—- R -
5 dengan pc!ai‘m (Pidana Ta’zin Tindak
Ancaman flal;:lm mem p n ai kewenangan untuk Pil:ilana .
|
jarn tabe! tersebut diterangkan pahwa pada jenis tindak pidana
Dida
_ pagi U rut perbuat langsung dikenai ancaman hukuman
pudud dan qisas -
laku sedangkan qurut berbuat tidak langsung, dikenai
ama dengan PO .
an tidak sama dengal pelaku yaitu hanya dikenai
ancaman huk®
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K : e o .
emudian pada jenis tindak pidana fa’zir, terhadap turut berb
erbuat

langsung dan turut berbuat ti
at tidak langsung, ancam
s an hukumannya s
ama

d . Prr M

engan pelaku pidana fazur yaitu hakim mempunyai kewenangan
untuk

uman yang akan dijatuhkan pada

memutuskan berat/ringannya suatu huk

a

Tujuan
u waz-zajre) dan pengajaran serta

Islam adalah pencegahan (arrad-

l.islah wm«-mhdzi.!';).29

pendidikan (a
aikan pribadi pembuat, Syari’at Islam, dalam

Dl samping scgi ka
an juga bertujuan meim
ing menghormati dan mencintai antara

bentuk masyarakat yang baik

menjatuhkan hukum

ikuasai oleh rasa sal

dan yang d
batas-batas hak dan kewajibannya

engan mengetahui
2 hakekatnya adalah per

serta membangkitkan kemarahan

sesama anggotanya d
jarimal pad

disenangi dan mcnginjak—injak keadilan
: - . Jkan rasa kasih

buatan yang tidak

Karena sesuatu

salah satu card menyatakan reaksi dan

orhadsp perbuatan/pembuat yang telah melanggar

palasan dari masy
usﬂ.ha penenarlgaﬂ terhapad diri koraban.

ptuk memberiak rasa derita yang

imaksudkaﬂ u
. tami oleh pagai alst penyvet
dan. Tujuan-tujuan tersebut kita dapati

dirinya, dan dengan
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dengan jelas dari kata-kata para fugaha dan dari jiwa aturan-aturan

Syari’at Islam beserta nas-nasnya.”’




BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF PENYERTAAN TINDAK PIDANA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian
Penyertaan tindak pidana dalam Hukum Positif (KUHP) adalah
pengertian yang meliputi semu2 bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau
cara psikis maupun secara pisik dengan melakukan

orang-orang baik se

perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-

masing-masing
yang terlibat dajam kerjasama Yaog mewujudkan tindak pidana,

orang
mereka berbeda satu dengan yang lain,

ing-masing dari
ok sama apa yang

un terhadap peserta yang lai

perbuatan mas
ada dalam sikap batin mereka

demikian jug?d pisa tid

terhadsp tindak pidana maup

n. Tetapi dari
ilah suatu hubungan yang sedemikian rupa

perbedaan-
atu menunjang perbuatan yang lainitya yang

S
eratnya, dimana perouatar yang

mengarah pada
n dalam H

rerwujudnya suatu tindak pidana.’

semuanya
penyertaan diartikan sebagai

Sedangka
. : catu orang

n tidak langsung:
pidana tersebut di atas, dapat

ukum Jslam,

dalam tindak pidana frudud, jinayat, maupun

penyertﬁa“ tindak

perbedaan menonjol antara Hukum P ositif

pidanda, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),

un Pi dana Dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2 h
o4




de
ngan hukum Islam. Pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama terlib
- erlibat

lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana.

. Bentuk-bentuk Penyertaan Tindak Pidana

Bentuk-bentuk penyertaan dalam Kitab undang-undang Hukum Pid
1aana

(KUHP) diterangkan dalam pasal 35 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP me
ngenai

g disebut dengan mededader (para peseria atau para pembuat)
at),

golongan yan
dan pasal 56 KUHP m

Berdasarkan pasal-pasd

engenal medeplichtige (pembuat pembantu).

| tersebut, penyertaaan dibedakan dalam dua

kelompok, yaitu:
1. Pembuat/Dader (Pasal 55) Yan8 terdiri dari:
a. Pelaku (plegen)
b. Penyuruh (_doenp!eger)
Jader/medepleger)

c. Turutsertd melakukan (mede

bujuk (uitlokker )

d. Mem
2. Pembanm/MedePlichtige (Pasal 56) yans terdiri dark:
saat Kkej ahatan dilakuxan;

a. Pembanty pada

u gebelum kejahatan dilakukan.

rtaan dalam hukum pidana Islam, para

b. pemabant
k-bentllk penye

Sedangkan b

pyertadn tindak pidana dalam dua bagian, yaitu: turut

orang Yang melakukannya disebut

angsung (isytirak ghairul
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mubasyir/isytirak bit-tasabbubi), orang yang melakukannya disebut syarik

mutasabbib.’

Dalam hubungannya dengan turut berbuat jarimah, para fuqaha

mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu al-tawafuq dan al-

tamalu’.
Al-tawafuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan
pa kesepakatan sebelumny

ologis dan pemikiran yang datang secara tiba-

secara bersama tan a. Jadi, kejahatan itu terjadi

karena adanya pengarub psik
yang terjadi ketika
raoya unutuk melakukan suatu kejahatan.

tiba. Seperti kejahatan sedang berlangsung demonstrasi,

yang tanpa
n hanya bertanggungjawab atas

Daiam kasus seperti ini,
g—masing.

h kejahataﬂ yan
isalnya pembunuhan atas seseorang oleh

perbuatan masin
g dilakukan oleh beberapa orang

Al- Tamdlt’ adala

s€ n teré cana. byl
cara bersama dan fef n |
g menglkatnya.. memukulnya atau

terencana: ada yan

k orang gecard
P atian korban.’

sekelom
reka semud bert

menembaknya- Me

.anggunglaWﬂb atas kem
aan tersebut di atas, tidak terdapat

Undang-undang Hukum

, maupu?
Pidana (KUHP)  nya. Pada bukum Islam hanya terdapat dua
rta berbuat tangsung, dan turut serta

gkan dalam Kitab undang-undang hukum

1997), hlm. 17.
Ra aGraﬁI‘ldO PBI’Sadﬂ, y
(Jakar® pT RaJ

* 1bid .hlmi- s ih Jinayots




dak pidana, yaitu pelaku

(KUHP) terdapat 5 pembagian penyerfaan tin
turut serta melakukan (mededader/

Pidana

(pleger), penyuruh (doenpleger),
medepleger), membujuk (uitlokker) dan pembantu (medeplichtige)

Pada jenis penyertaan medepleger dan doenpleger, dalam hukum Islam
dianggap sebagai turut perbuat langsung. Sedangkan wuitlokker dan

dalam hukum Islam dianggap sebagai turut berbuat tidak

medeplichtigé,
rbedaan tersebut, tentunya berbeda pula dalam pembagian

langsung. Karena pe
dikenakan ancaman hukuman sama

ya. Pad2 turut berbuat langsung,

gkan turut berbuat ti
aku. Padahal dalam hukum positif (KUHP)

hukumann
Jak langsung, dikenakan ancaman

dengan pelaku. Sedan
h ringan dari pel

depfichﬁge) sajalah yan
rangi sepertiga. Sedangkan jenis penyertaan

hukuman lebi
g ancaman hukumannya lebih

hanya membanti (me

claku yaitu diku

ringan dari P
» dan aitlokker 1

pkumannya sama dengan pelaku.

medepleger, 40¢ nplege

p Pidand
rbuatan tindak
ada konsekucnsi timbul darl per
rang it pibawah ini penulis
indakan turut s€

sanksi-sanksi f hadap 7

n oleh seseorang pasti

. Apcama
pidana yang dilakuka

Setiap P
puatan tersebut. Ada sanksi yang harus
akan mengkomparasikan

diterima b8l se0
rta tindak pidana dalam Kitab Undang-

g Hukum pidand
rindak pidana pada Hukum Positif, Jenis tindak

Dalam PeOYe
ghatan; orta (medepleg
kej ana
id sama dengan pelaku. Sedangkan

7), menyuruh {(doenpleger) dan
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membantu (medeplichti j
ge) pada jenis tindak pi
pidana kejahatan,
ancaman

” o .
pidanannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga
Kemudian pada jenis tindak pidana pelanggaran, pada
turut se
(medepleger) menyuruh (4 N
, penpleger) dan membuj }
juk (uitlokker), di
, diancam

dengan pelaku pelanggaran. Sedangkan memba

mbantu

pidana sama
pidana pelanggaran, tidak dikenai ancaman

(medeplichtige) pada jenis tindak

pidana.
unyi, dalam hal pembantuan, maksimumn pida:
na

pasal 57 ayat 1 berb
hatan, dikurangi S€pe
hukuman penjara seumur hidup, maka

pokok terhadap keja tiga. Apalagi maksimum huku
man

ukuman mati atau

ini adalah h
ni dijadikan bhukuman penjara selama-

maksimum da:am hal medep!ichrigeidi

tahun.

lamanya 15
han dalam hal “pembantuan” ini sama

» tunggal: S mrut pelaku, si penyuruh, dan si pembujuk. Ayat 4

si pelal(

seperti
al “pembantuan” ini pada perbuatan-

hukumarl dalam h

j penentuan
di dorong dengan sengaja.

membatas
pantu dipermudah atau

oleh si pen

 iak dikenat hukuman sesecrang Yang membantu

UHP hanya disebutkan bantuan pada

pasal 56 K
sal 60 ditegaskan lagi bahwa membantu

n Olch pa
dikenai hukuman.’

»  pamt
» tidak

«kejahatan
.‘pe;anggara“

melakukan suatu

gum Pidand di Indonesia, (Bandung: PT Refika
. £11

jsas-AsaS Hu
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kemudian pada Penyertaan Tindak Pidana dalam Hukum Islam, pad
, pada

jenis tindak pidana !ma'c?d dan gisas, bagi turut berbuat fangsung dik
enai

kuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan tu
rut

nai ancaman hukuman tidak sama dengan pelaku

ancaman hu

berbuat tidak langsung, dike

yaitu hanya dikenai hukuman f4 yir.
ndek pidana 2 zir, tethadap turut berbuat

Kemudian pada jenis i

t berbuat tidak langsung, ancaman hukumannya sama

langsung dan turd
elaku pidand ta'zir yaitu hakim mempunyai kewenangan untuk

dengan P
annya Suatd hukuman

yang akan dijatuhkan pada

memutuskan berat/ring

pelaku.
isebutkan diatas, dapat diketahui

kuman Yang sudah d

Pada ancaman hu
turut berbuat langsung, dikenakan ancaman

ntarda lain ]:'ﬂda

perbedaannya 2
ana. Sedangkan turut berbuat tidak

pelaku tindak pid

o sama denga?
hukuman jebih ringan dari pelaku. Padahal

hukuma
kan ancaman

dalam hukum positif (KUHP) hanya mer
nya lebil ringan dari pelaku yaitil dikurangi sepertiga dari

gedangkan jenis pen
o sama dengan pelaku.

| antare Kitab Undang-undang Hukum Pidana

langsung. dikena
bantu (medeplichtige) sajalah yang

ancaman hukumat
yertaan medepleger, doenpleger

pidana-
Pada ancaman pidana ini

pelak'u tindak

ukum Islaﬂ‘l-
penulis mencoba menguraikan

kum Islam secara global.




Perbedaan

atau hukum yang dibuat oleh man

1.

. Dala

70

_perbedazn fundamental antara hukum Istam dengan hukum positif
ositi

usia, yaitu:

usia adalah kreasi dari manusia, sementara syariah berasal dari

Hukum man

wahyu Tuhan. Jadi keduanya merefleksikan kualitas pembuatnya masi
ing-

pasil usaha manusia, ia tidak sempumna, lemah dan tidak

masing. Karena
selalu butuh perubahan dan modifikasi suatu

ukupi. Itulah mengapa i3
a disebut evolusi. Den

menc
gan kata lain hukum ini tidak

proses yang bias
dan tidak dapat
aliknya dibuat ole
dan keagungan penciptanya. Allah telah

mencapai kesempurnaan. Sedangkan pada

sempurna
h Allah, dan dengan demikian

Syariat Islam, seb

merefleksikan kesempumaan
tidak poleh ada m

atau perubaban keadaan-keadaan manusia

menentukan bahwa odifikasi dari hukum-Nya karena
waktu ata tempat
yang gturan-ofu

kan untuk mengatur urusar-

perubahan
rannya sementara dan tidak abadi itu

urusannya dan

arakat menetap

suatu masy
3. Sebaliknya syariat Islam adalah

an-kebutuhanﬂ}’ .

o di mana Allah telah menentukan aturan bagi

arakat manusia sepanjang waktu. Ketentuan-ketentuan

pmuat dalam Syariat Islam adalah fleksibel dan

schingg? dapat berlaku untuk semud masalah yang tumbuh
disetiap mas2 disetiap koP ndisi masyarakat yang selzlu berubah-ubah.

uatd hukum dan mencetaknya sesuai dengan
pelakang sejarahnya. Dengan kata lain, hukum

masyarakat,  bukan

kebiasaal: tradis!
m engatur url.lsan—urusarl




71

membimbingnya. Sedangkan syariat bukanlah produk dari manusia. Ia

berasal dari Tuhan yang telah menciptakan sesuatu. Jelasnya syariatlah

ntuk masyarakat, syariatlah yang men
an kegelapan pada pemikiran mereka, serta

yang membe didik mereka, mengajar

moral dan sikap, mencerahk
membebaskan i2 dari belenggu-belenggu hawa nafsu, dan mendidik mereka
¢ terbaik di bumi ini yang dicipta untuk

bahwa manusialah masyaraka

dan memitiki keimanan kepada sang Penciptanya.

berbuat kebajikan
akukan oleh seorang anak, dalam KUHP

Untuk kasus Yang dil
pabila seseorang anak
melakukan jarimaf, maka hakim bisa

Indonesia, pasal 45 a| dibawah umur kurang dari eman
umurnya, ketika
dari dua hal, yaitu m
diserahkan kepada pemerintah untuk dididik

belas tzhun
engembalikan kepada orang tua

menetapkan salah satu

atal dijatuhi hukuman.

atuhi hukumar:
jalah hukumarn pokok maksimal bagi

tanpa dif

on dikurangi sepertiganya. Jika Jjarimah tersebut
; atau hukuman penjara seurnur hidup, maka
tamanya lima belas tahun.®

persamaan penyertaan tindak pidana, untuk

tabel berikut ini:
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BABY
PENUTUP

A. Kesimpulan
rtaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penye
am terdapat perbedaan dan persamaan antara lain:

(KUHP) dan hukum Isl
a. Pengertian penyertaan tindak pidana tidak ada perbedaan antara hukum
positif dengan hukum Islam. pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama
ari satu orang Jalam melakukan tindak pidana.

yertaan tidak terdapat
ang—undaﬂg Hukum Pidana (KUHP) maupun

terlibat jebih d
persamaan penyertaan tindak

b. Bentuk-bentuk pen
dalam Kitab Und

1etapi terdapat
am hLanya terdapat dua pembagian

pidana
akan perbedaan yang menonjol yaitu pada

hukum Islam,
pada hukum is

pem bagiannya-

penyertaal, yaitd
gedangxan dal

terdapat 3 pembagian peny
yuruh (doenpleger), tury
. iker) dan pcmbantu
n dapat diketahui pe

dikenakatt ancaman hukuman

rbuat jangsung
turui  berbuat tidak langsung, dikenakan
i pelaku. Padahal dalam hukum positif

qurut sertd perbuat langsung, dan turut serta berbuat tidak

\angsung: am Kitab undang-undang hukur Pidana (KUHP)
ertaan tindak pidana, yaitu pelaku (pleger)

; serta melakukan (mededader/ medepleger)

(medeplichtige)-
rbedaannya antara lain pada turut

pea

membujuk (uitto

sama dengan pelaku

ri pelaku yaitu dikurangi sepertiga. Sedangkan

e deplege” doenpleger dan uitlokker hukumannya sama

73




B. Saran-saran

saran-

1.

)

. Kepada mahasi

. Kep

74

pelaku. Ancaman pidana ini tidak terdapat persamaan antara Kitab

kum Pidana (KUHP) dan hukum Islam.

dengan

Undang-undang Hu

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis ingin memberikan
pa pihak.

saran kepada bebera
TAIN Purwokerto khususnya Jurusan Syari’ah

Kepada Perguruan Tinggi S

untuk mengintegrasikaﬂ ku

(dee!nem:‘ng) dalam pembahasan m
ingga mahasiswa mengetahui

fikulum  khusus  tentang Penyertaan

ata kuliah Hukum Pidana maupun

but dan lebih berhaii-hati dalam melakukan

bahayanya perbuatall terse

suatu perbuatan,
gwa agar mcmahami pahwa berkembangnya zaman juga

kembangya model
g trend dalam mas

nimalisir kejahatan tersebui.

kejahatan yang mana penyertaan

mengakibatkan ber

tindak pida

na Saﬂt ini Seda“ yarakat’ Sehingga mahasiswa

Jari serta memi

k melakukan kajian yang mendalam karena

dapat menghin
ada praktisi pukum unt

sehubungah deng*
. ilakukan secara sendiri (tunggal).

pada jaman sekarang lebih banyak

purwokerto, 8 September 2011

Penulis,

=

Nurmalya Melati
NIM. 072322014
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KEMENTERIAN AGAM
_ A
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

JURUSAN SYARI’AH
Alamat : J1. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id
.aC.i

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu ‘Alaikum Wr. wb.

Yang bertanda tangan
sebagai berikut :

1. Nama

No. Induk Mahasiswa :

Angkatan Tahun

2.
3. Jurusan/Prodi
4
5. Judul Skripsi

Bahwa Skripsi saudara €

Syarat-syarat yang Jitetapkan ©
Demikian Rekom®

Penyeiesaian sebagaimand m

Wassalamu ‘Alaikum wr. wb.

ndasi

estinya-

di bawab ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasi
asiswa

. Nurmalya Melati

- 2007
» Penye€
[slam
but diatas sudah

rtaan Tindak Pidana dalam KUHP dan Huk
ukum

ap untuk dimunaqosvahkan setelah memenuhi

rsé

h STAIN purvwokero.

le
‘i dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan

Dibuat di + Purwokerto
pada tanggal - 27 Agustus 2011

Pembimbing

H. Bachrul Ulum, S.H.. M.H

_-__________—1_1_—
NIP. 19630910 199203 1 005




= KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

]URUSAN SYARIAH
Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Alamat: JL.

SURATKETERANGAN
Sti.23/].Sya/PP.00.9/228/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama Nurmalya Melati

NIM . 072322014

Semester : VI

Prodi . MUA 2 |
an komprehensif pada

- melaksanakan uji
Mahasiswa tersebut benar-be.1ar telah

st ilai
52011 denganl B

hari : Kamis, 18 Agustu
ami buat untd

k dapat digunakan sebagaimana

‘ ini k
Demikian surat keterangam =

Mestinya.




KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGER!

(STAIN)
Alamar - Jin. Jend A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwok
' okerto

33126

|

w

§URAT KE
No. : Sti.23/Per

TERANGAN WAKAF
pusJHM.OZ.Z/ 1018/2011

i bawah ini menerangkan bahwa :

Yang bertanda tangan d
. Nurmaly2 Melati

Nama

N M . 072322014

Program . Sarjana/ sl

Jurusan/Prodi : Syariah/MUA

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang
Juh ribu riip iah )-

- puat untuk menjadi maklum dan dapat

sebesar Kp 40. 000,00 (empal P u
kaf ini di

Demikian surat keterangan wa

digunakan seperluinya:

Puxwokerto,23 Agustus 2011

P habuddin,S.Ag.,SS.MA.
< NIP. 19750206 200112 1 001




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARPAH
A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Alamat : J1. Jend.
Fax. 0281-636553 www.stainpunwokerto.ac.id

Tip. 0281-635624, 628250
FTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

BERITA ACARA/DA
1. Hari/ Tanggal . Selasa, 14 Juni 2011
2. Waktu/ Jam ,
3. Nama . Nurmalya Melati
4. NIM . 072322014
5. Semester/ Jurusan VIII/ syari’ah
6. Tahun Akademik
7. Tempa[ : ])
8. Peserta seminar . (Dalam Tabeh) ___————— —
Yol N ar e | A Tanda Tangan
T /#f W
____l_—_ 062 2124 ’_ﬂﬂ’w 10T b ) j
2 | Bl - 20606 z. 07’3{*
TA-YRIN-PY E{ﬂ'w@_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_——#—. ©-
_— s | T — |
: | o2ba10 wfﬂiﬁ-——*ﬂ#h__.
4 ' \\{ D ?"DOE A. 6/@4—
ozl 7-\G yer 2! ] -
eraoth | 2008 |6

‘-_-\___'__—____-__-__
e ——

5 i ' i fa V-}Ar
{ 2l ‘ SIKA -
06213330 K/,_,/--'

| ——
e

6
z S -
s8231200| BE LT q0m |7 ~inde
o K| :
e« e

5
|| 82373 Dq/ﬂw/’/
: o r2

8 s
~ 62231‘5553 Caty s
f F3la __.-—-/————_ =
°. Wy

| Do
. C BAL )
| manes| ST | el |

{0 | .
] OGlélloSLMi
purwokerto, 14 Juni 2011

-u—._._.__,_.——'—'-'_'-_-
Mahasiswa Ybs

. b el
Pemblmblilg g //ﬁ Vo
J Nurmalya Melati

5| NIM. 072322014
H

Jurusan

gderator/ Ketud

{a al. M.A




: KEMENTERIAN AGAMA |
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARPAH
Alamat : J1. Jend. A. Yani Ne. 40A Purwokerto 53126
0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
l. Har¥/ Tanggal Selasa, 14 Juni 2011
2. Wakty/ Jam : -
3. Nama 3 Nurmaly2 Melatt
4. NIM . 072322014
5. Semester/ Jurusan - VIV syan’ah
6. Tahun Akademik
7. Tewnpat .
8. Pegerta seminar . (Dala.ﬁl Tabel)
[ No /#‘ tan Tanda Tangan
No 1 Peserta [ Angke

-—-{"

b ] 1 |
' - kTS Qook -
561622036 wmmiﬂ:‘j,_ﬂ_ - ZE - /%’ﬁ

._._._.—-—'-'- _._,—-l-'_'-'- )
P .

—

2 [ ' M

] d'..lI }3:”3 0 \/ll M,,—__’/ 3 ‘b_r .

: Ty O:L_’LJEEL,M S
- 2008 '

, b[ma; p2L0
KN A (tama L
2 NG -
5§2213 009 o 5.4

ML e e N

5€2322% 0P

‘T /TH’I[‘- ?‘jubc‘wl_,_’-ﬂ-"‘"”' < N .
| a52323048) - - e
| ] Q)

| 082228210 e Top & e 2T _

‘ I L]
§8131% 655 : 2607 0. %ﬁ%_‘
purwokerto, 14 Juni 2011
Mahasiswa

MNurmalya Melati
NIM. 072322014

°7zzz3023




KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

JURUSAN SYARPAH

JiJend.A.Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp.0281-635624

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/ 120i0...

Yang bertaﬂda tangan di bawabh ini, Ketua Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nuemalfa  WEATI

Nama

NIM ; _97132:1014
Semester . 7 (huidh)
Jurusan Prodi NPV (atis

Telah mengikuti seminar pmposal pada :

-
PRESENTER

i e

=]

—

HARITANGGAL

__ D
1
1 Selasa /. 2\ Desember 2010

I"N-‘_________

| Ogaln Yo Tikol

afusavitc

Dt b
Alhatag fogh B
Wb' huggurof
Pothan Awakdil
] ,W’ML__

G SRR

~Julyore Trasrarot
e

Hgaf: rfoter F"’k

/
/"*-J
{K

/G; i

10

Il
Selara / 21 Dﬂfﬂf’rfgf,,—
-n\____‘___'_______,_.
l9

M\//,/J

'/;9

purwokerto, A Desember 2010

Ketua Jurusan Syariah

—
1. /Cyoatoal . m-Aq.f

%ro (ag203 ( bOS

NIP- (
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DAFTAR RTIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap - Nurmalya Melati
2. Tempat/T anggal Lahir . Banyumas, 24 Maret 1990
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Rumah . J1. Pahlawan Gg. VIIA Rt 02 {Rw 05
Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan
Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53143)
5. HP - 081327906955
6. B-mail : malya__melati@yahoo.com
B. RIWAYAT pENDIDIKAN
{. Pendidikan Formal
. SD . SDN 1 Tanjung Tahun 1995 s.d 2001
b SLTP . MTs. MINAT Kesugihan I Cilacap
‘ Tabhun 2001 s.d 2004
. MA. MINAT Kesugihan I Cilaca
c. SLTA Tabun 2004 s.d 2057 P
4 PER GURU AN TINGGI : STAIN PURWOKERTO (dalam proses)

Purwokerto, 20 Oktober 2011

pom
4
Nurmalya Melati




